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NOMOR 12 TAHUN2001 TENTANGPAJAKPENERANGAN JALAN ~· . -! ? ·_ ~. ·~ 
.~~ : .~ ~· 

1-. --~ ,1 . '~ . , ;. ~· 

=t BUPATI SIDOARJO ,;_ { 
~ ~ ' 
.; 

Bahwa dengan di~annya Peraturan Daerah Kabupatcn . Sido8,;o Nomor 
12 Tahun 2001 tcntang Pajak Pcncrangan Jalan, yang diwldan~ daJain Lcmbaran 
Daerah Kabupaten Sidoatjo' Nomor 5 pada tanggal 22 Nopenlber 2001 Seri : A, 
maka dipandang pedu Wttuk menetapkan petWtjuk pelaksanaari, Peratliran Daerah 
dimak.sud dengan K~~ Bupati Sidoarjo. • · 

~ ~~ ~. 
•I 

1. Undang-Undalig Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan D~ 
Kabup~a Dalam Linglrungan Propinsi Jawa Tilnur JWtCto 
Undang-Undang Nomor 2 Tahwt 1965 tcntang perubahan balas Wilayah 
Kotapraja Surabaya dan Dacrah Tingkat II Surabaya (Lcmbaran N~ara TahWt 
1965 Nomor l~.Tamb~ Lembaran Negara Nomor 2730) ; 1 

2. Undang-Undarig Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Un~-Undang Hukum 
Acara Pidana ~aran Negara Tahwt 1981 Nomor 76 tambaban Lembaran 
Negara Nomor .~209) ; ·,, 

3. Undang-Undank Nomar 17 Tahun 1997 tentang Badan Pertyelesaian Sengketa 
Pajak (Lembmn Negara Tatum 1997 Nomor 40 Tambahan ~an Negara 
Nornor 3684) ; 

4. Undang-Undattk Nomor 18 TahWl 1997 tentang Pajak Daerah ~ Retnbusi 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41 Tambahan Lembaran 
Negara NomOi 3685) sebagaimana telah diubah ~ Undang-Undang 
Nomor 34 Tah"pn 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 
Tah1m 1997 terttang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ~(Lembaran Negara 
Republik Indodesia Tahun 2000 Nomor 246 TambahaD Lemb8ran Negara 
Namor4048) ; ~ ~ 

S. Undang-Undaitg Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan .Pajak dcngan Surat 
Paksa (Lembarim Negara TahWt 1997 Nomor 42 Tambaban Lembaran Ncgara . ~ 

Nomor 3686) ; ;¥ , · ' 

6. Undang-Undatig Nomor 22 Tahun 1999 tcntang Pemerintahan Dacrah 
(Lembaran Negara T3hun 1999 Nomor 60, Tambahan . Lent~ Negara 
Nomor 3839) ; ~: ~ .: , ' 

7. Undang~Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan K~ antara 
Pemerintah ~t dan Dacrah (Lembaran Negara Tahun 1999 : Nomor 72, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ; .~. 

8. Peraturan Penierintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewe,nangatt Pemcrintah 
dan Kewenanpn Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 
2000 Nomor s4; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ; 

9. Peraturan Pem~tah Nomor 65 TahlDl 2001 tentang Pajalp Daerali (Lembaran 
Negara Tahun 1001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara N~or 4138); 
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10. Peraturan Daerih Kabupaten Sidoarjo Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pajak 
Penerangan Jalin ( Lembaran Daerah Kabupatcn Sidoaljo· Nomck s Tahun 
2001 Pada tandaJ 22 Nopcmber 2001 scri A ). /, ~; 

w ' 
1i ;_·~.'>, ..... 
' . . ' ~ 

;~ ~ -. J. i 
':~ MEMUIUSKAN : ·;f. i 
·-.i. ' ·: 

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO TENTANG PE1UNruKi .PELAKSANAAN 
PERATURAN DAE.JiAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR _:,12 T.fJruN 2001 
TENIANO PAJAK : fENERANQAN JALAN ., ~. 

,.. / l\ 

~ + - ~ ~-
r,: · KE~!~ .. ~~·'; t 
~~; :"- ' (.' . -~~ ..... 

; l Pasal 1 . ~1£.· :·,~: . 
~ ~- . 

Dalam Keputusan mi~ang dimaksud dcmgan : ~;- ' . 
1. Daerah, adalah Kabupaten SidoaJjo ; :. ·t · 

' · . . 

2. Pemerintah D~ah, adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo ; .\ 
3. Bupati, adalah Bupati Sidoarjo ; · '· f 
4. Dewan Perwakt)an Rakyat Daerah adalah Dewan PerwakUan Rakyat Daerah 

'J , 
Kabupatcn Sidqaljo ; : \ ;· 

S. Kas Daerah, adAiah Kas Dacrah Kabupaten Sidocujo ; .... " 
6. Bendaharawan ~Khusus Pencrima wttuk selanjutnya disingkat BKP, adaJah 

Bcndabarawan ,{Kh~ Penerima pada Kantor Dinas Pcndapat~ K.abupaten 
Sidoarjo ; , : 

7. Dinas Pendapatan adal~ Dinas Pendapatan Kabupaten SidOatjo ; ~ 
8. Perusahaan Listrik Negara yang selanjutnya disingkat PLN adalah Perusahaan ,. 

Listrik Ncgara (Persero) ; 
9. Pejabat adalah.pcgawai yang dibcri tugas tertentu di bi~ ~akan Dacrah 

sesuai dengan P,craturan pcrundang-undangan yang berlaku ; ; 
10. Pajak Daerah ypg selanjumya disebut pajak adalah iuran wajib y~ dilakukan 

olch orang pn'\)adi atau badan kcpada Daerah tanpa imbalan lahgsung yang 
seimbang, yang dapat · dipaksakan berdasarkan peraturan perundaDg-undangan 
yang berlaku; ypng digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan 
Daerah dan ~bangunan Daerah ; '! ~ 

11. Badan adalah ~kmnpulan orang dm'atau modal yang merupakan kesatuan baik 
yang melakubn usaha maupun yang tidak melakukan usaha y•g mcliputi 
perseroan tefb4tas, pmcroan komanditer, perseroan laiDnya, Badan Usaha 
Milik Ncgara .1wau Daerah dengan nama ·dan dalam bentuk aPM>un, firma, 
kongsi, koper~ dana-pensiun, persekutuan, perkumpulan, yay~ organisasi 
massa, org~si sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk 
usaha tetap, dati bentuk badan lainnya ; · 

12. Pajak yang tenitang adalah pajak yang harus dibayar pada suatti saat, dalam 
Masa Pajak, dAlam Talum Pajak, atau dalam bagian Tahun P~jak menurut 
ketentuan peraa:iu'an perundang-lUldangan perpajakan Dacrih; 

13. Pajak PencranF Jalan yang selanjutnya disebut. pajak adalah pUJi8utan dacrah 
atas pengguna jenaga listrik diwilayah daerah yang tersedia penerangan jalan 
yang rckeningnya dibayar olch Pcmerintah Daerah ; 

14. Surat Pcm~uan Pajak Dacrah yang dapat disingkat SPTPD~ adalah surat 
yang oJeh Waj~ Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau 
pembayaran pajak, Obyek Pajak dm'atau bukan Obyek Pajak, dm'atau harta 
dan kewajiban,\ menurot ketentuan peraturan penmdang-tmdan~ perpajakan 
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15. Surat Setoran P•jak Daerah yang dapat disingkat SSPD, adaJah surat yang oleh 
Wagib Pajak d&tmakan untuk melakukan pcmbayaran ataU penY,etoran pajak 
yang tcnltang· ke Kas Dacrah atau ke tempat pcmbayaran Jain Y,ang ditunjuk 
oleh Bun!llti · ,; ·. • 

I · ..... , " \ . 

16. Surat Kctctap~ Pajak Daerah yang dapat disingkat S!CPD, ,;8dalah surat 
kctetapan pajak yang menentulcan besamya jumlah pokok pajak ; 't 

17. Surat Kctc- Pajak·· Dacrah Kurang Bayar yang dapat 4isingkat SKPDKB, 
adalah surat kd.fctapan pajak yang menentukan bcsamya jinnlah pokok pajak, 

. jumlah lcredit ,pajak, jumlah kckurangan pembayaran PQkok pa.Pk, besamya 
sanksi admini~ttasi, dan jumlah yang masih harus dibayar ;· : .: 

18. Surat Ketetapan Pagak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang daPat disingkat 
SKPDKBT, adaJah surat ketetapan pajak yang menentukan tantbaban atas 
jumlah pajak yang telah ditetapkan ; .: • 

,. Jt 

19. Surat Kctctapaq. Pajak Daerah Lebih Bayar yang dapat 4isin~ SKPDLB, 
adalah sur at kctetapan pajak yang mcnentukan jumlah kclebihan, .pembayaran 
pajak karcna jupl1ah kicdit pajak lcbih bcsar daripada paj~ yang ' crutang atau 
tidak seharusnyfl terutq ; · · .~ 

20. Surat Ketctapan Pajak .Daerah Nihil yang dapat diaingkat SKPDN; adalab surat 
kctctapan pajaJ( yang mcncntukan jumlah pokok pajak saina bcsamya dcngan 
jumlah kredit pajak atau pajak tidak tcrutang dan tidak ada kredit ~jak ; 

21. Surat Tagihan Pajak Daerah yang dapat disingkat STPD, adala~ surat untuk 
mclakukan ~ pajak danlatau sanksi administrasi betUpa bupga dan/atau 
denda. .. ·)> 

' ·" ·:J,. { 

22. Surat Keputusan Pcmbetulan adalah surat keputusan yang Diembetq]kan kesalah 
tulia, keuJahao·hltung ·daniatau kckcliman dalam pcncrapah ketcntuan tertentu 
daJam pcratur~ penm~-undangan pcrpajakan Daerah yang ter~at 

23. dalam Surat K~tetapan Pajak Daerah, Surat Kctetapan Pajak Daerah Kurang 
Bayar, Surat . :Ketetapan Pl\iak Daerab Kurang Bayar Tam6.ahan, Surat 
Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daeqdt Nihil atau 

• ' I Surat Tagihan PaJak Daerah ; • 
24. Surat Kcputusan KcbCratan adalah surat kcputusan atas· ;:kebera~ terhadap 

Surat Ketc~ Pajak Dacrah, Surat Ketctapan Pajak Da:Crah Kurang Bayar, 
Surat Ketetapan Pajak·Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pagak 
Dacrah Lebih .~Bayar, , Surat Kctctapan Pajak Dacrah Nihil ~ terhadap 
pcmotongan atk pcmungutan olch pihak ketiga yang diajukal( olch Wajib 
P~ak. .. 4 r t. 

~. i 
~~ ;.~ :~~· ,{ 

}f.l. Pasal 2 m :t M fJJ ; 
~(~ ~~ ·; 

Menuqjuk KePata Dinas Pendapatan Kabupaten Sidoarjo; yang bertanggung 
jawab terhadap kcteDiuan-keentuan dalam Peraturan Daerah Ndqlor 1t :Tahun 2001 
Tcntang Pajak Pencr~gan Jalan tcnnasuk dalam hal pcmungutan' pajak. j 

. l · 

:. t 
.J. 

I 

l 
~ ~ } 
r BAB ll .> . . ( 

Il>)\SAR PENOENAAN DAN T ARIF PAJAK 
!' 
~-., 

•• 
Pasal 3 

(1) Dasar pengcnaan pajak adalah nilai jual tenaga lis1rik; 
,.. 

(2) Nilaijual t~ listrik sebagaimana dimabud dalam ayat (1) ditc~kan: 
a. Dalam hal tenaga·listrik berasal dari PLN, nilai jua1 f.enaga listrik adalah 

besamya ~ biaya pemakaian listrik/rekening listrlk ; ' 
~· 

• 
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b. Dalam ~ ~ 1istrik berasal dari bukan PLN dePgan tidak dipungut 
bayaran, tnw j~ tenaga listrik dihitung berdasarkaD kapasitas tersedian 
dan ~ atau taksiran penggunaan 1is1rik scrt8 barga 8atuan lis1rik 
yang bed4ku di \Yilayah daerah ; ' 

_f ., .~ 
l ' ~ 

(3) Harga satuan ~1rik sebagaimana dimaksud da1am ayat (2) huruf~b ditetapkan 
olch Bupati dcQgan bcrpcdoman bqa satuan listrik yang ~laku untuk PLN. 

_;, ~ .:. 

Pasal 4 ~. 
'i ;' 

< : '\ f~· 
(1) Tarif pajak unNk kegiatan industri, pertambangan minyak ;bumi ~ gas a1am, 

baik yang berual dari PLN maupun bukan dari PLN diteta,pkan $ebesar 10 % 
dari ~1-!jual .. ...i. 1!!.4-!t. ' 

IW4U. ~ WllaD. ; . ~ 

·~ ·~ ' i ( 

(2) Nilai jual t~ listrik Wltuk kcgiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
ditetapkan seb~ar 30 % ; i 

't ; ) ft 

(3) Tarif pajak ~ solam kogiatan sebagaimana dimaklud + ayat (1) 
ditctapkan seb4ai bcrikut : : : 
a. Yang berisal dari PLN sebcsar 9 % dari nilai jual tena8a liatrik ; 
b. Yang+ dari bukan PLN sebesar 10 % dari nilai'jual tenltga listrik. ,,,, 

). ~·~.' 
~~-

~ ~-

J: :, BAB ill -I~ 
KETEN1UAN )AM NY ALA TENAGA us'fiUK 

··f .. BUKAN DARI PLN 
;i·g 

;.::~~~l 
'· · { 
~{' 

Pasal S ' ·\'-:. 

~ ~· ., .'y 

(1) Didalam ~ cncrgi. (Kwh) ditentukan olch jumlah jam :nyala mcsin 
pcmbangkit y~ digullabn ; ~:~ ;_ 

~ 

(2) Bcrdasarkan k~tum jam nyala yang diberlakukan, IWI1J jam nyala minimal 
pembangkit listi'ik bubn dari PLN ditetapkan scbagai berilplt : ~ 

Pcnggurlajm utama rata-rata 240 jam/bulan ; . . .,_ 
Pengg~ ~gan rata-rata 120 jam/bulan ; ·:-~:. ~ 
p~ darutat rata-rata 30 jamlbulan. ·.:~.·: l 

1~ ~ . . · 
r ~- {!- .. '·. 
r J ~ ·, B AB IV -i: ·Jt 

PERS¥.ARATANDANTATACARA PEMBAYAR,AN -~ 
-~ ANGSURAN DAN PENUNDAAN , If f.· 

•.• .• ~. -'\ ' I!'. :<! 
r ·-ilt ~-.~ f.t 
'Iii '' il<· ' t Pasal 6 ·:; t 

(1) .Pcmbayaran paj~ sccara angsuran dan atau pcnundaan ~ dilail.Jkan dcngan 
menMjukan pelmo~ tertulis kepada Bupati ; ~. .: 

... J 

t .l i ~t 
(2) Pennohonan tq~gsuran dan atau penwutaan se~a dima.Jcsud dalam 

ayat (1), diJaJrtPiri copy SKPD scrta aJasan yang jelas mcnscnai ~gsuran dan 
atau penundaan.pembayaran ; :, 

: _\ ' 

(3) Dinas Pendap~ mengadakan penelitian terhadap Wajib Pajak untuk d.ijadikan 
bahan pcrtimbapgan dalam pcmbcrian pcrsctujuan I pcnoJabn ~gsuran dan 
atau penundaalt pcmbayaran scrta menyerahkan surat pet:BCtujuari~ I pcnolakan 
angsuran dan auw pcnundaan kcpada wajib pajak ; ' 

~ l_' 
~-

• 
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Jangka waktu 'i{hgsur~ diberikan paling banyak 4 ( empat)1 kali aAgBW'IIl yang 
dlbayar secara:_teratur s~tiap bulan dalam'satu tahun ta~':; 

; ..... _ ' 
.. ' ' ~ 

(S) J~ w~ PFnun~.pembayaran pajak diberik.an paling lama i2 (dua) bulan 
dati ~Yf masa paJak dalam satu tahun takwun. : ~ 

··~' :-'' 

-~ . ! B A B V :·:~ ~-
: .~, ~· -~ ;., 

TATA CAijA PE¥J3ERIAN PENGURANGAN, KERJNGAN~ 
~J.' DANPEl\.fBEBASANPAJAK ~ - ~-
. { ·~ · :)_ ,, 

~l r Pasal 7 ~-~ -1 
··q .. ~ 

(1) Wajib Pajak 4>at mengajukan pennohonan penguranbn, kcr,inganan dan 
pembebasan pti;ak secara tcrtulis kepada Bupati dengalj. tembUsan kepada 
~ Dinas Ppdapatan, dengan melampirkan copy KTP; >sKPD disertai bukti 
dan alasan yan~jelas ; ~ ' · , i i 

. r ·' . . 
(2) Dinas Pendapatan meilgadakan penelitian dan pemerik.Saan terhadap Wajib 

Pajak sebagai ,; bahan pertimbangan pemberian persetujuan ' penolakan 
pemberian pengurangan, kcringanan dan pembebasan pajak -:; 1 

~ ~-

? 

(3) Pemberian penprangan, keringanan dan pembebasan pajak tid.Ak menunda 
kewajiban pem~ayaran pajak. ~ r 

t ( f 
nl ~·· ~'· 
. : " 

. ~ 1 B A B VI ,·. ·· 
';~ j_ • -!~- ~ 

TATA CAQA PERMOHONAN KEBERATAN DAN BANDING 
• ' ' (~- ' .., r~ i' 

~ ,1& '}_~'- ~ 
'!i p--··' 8 ···~ ' - ~ iUf4l ' : 
'. ~'~ ~ 

' •. . ·l \o 

(1) W ~ib Pajak ~at mengajukan permohonan kebcratan kepada Bllpati mclalui 
KepaJa Din.as '· fendapatan; diserta1 pe~jelasan dan ala~sn-~1~~ niengenai 
kcbcratannya, · ~lambat-lamba1nya 3 (tiga} bulan setclah dttcrunanya Surat 
Penetapan ; '"7 

1 

(l) Kcputusan Bupati mengcnai keberatan yang d~ukan Wajil\ Pajak 'dapat berupa 
penolakan, pen~maart keberatan atau penerimaan seba$ian dati keberatan, 
yang ditu~ dalam Kcputusan Bupati selambat-lantbatnya~ dikcluarkan 
dalam jangka d waktU · 12 ·(dua betas) bulan dari tanggal ~ diterimanya 
pennohonan · ,;:~ · ~. ' . ' 

~ ~ ' (3) P~pabila lew~. ;~ batH, waktu terscbut pcnnohonan kcberatan dianggap 
dikabulkan · , j, . . . :, J 

' ' ' ~ i . ' ~ . -~ 

(4) Apabila pennQbonan ;, ke~eratan diterim~ dan temyata · }umtal{ yang telah 
dibayarkan lcbih bcsar dati jumlah yang ditctapkan dalam S,urat Kcputusan atas 
keberatan, makf kelebjhan pembayaran pajak tersebut dapaJ diperoleh kembali 
melalui prosedlj pengembalian kelebihan pembayaran pajak. f,, 

'! f ~ "/ •' 
~J ,': ·~· 

·" Pasal 9 -' 1 f 
1 ~-
. ~ \ ;. ~· 

(1) Apabila Wajib Pajak masih merasa tiqak puas atas Keputusln B~ti mengcnai 
keberatan yang' diajulcan, maka Wajib Pajak masih mempwtyat.hak mttuk 
mengajukan pct,moh~ banding kcpada Badan Penyelesai{in Scnskcta Pajak ; 

~ ~ ' 

J . ;~ t" 
(2) Surat pennohoi)an banding harus dilengkapi dengan : · .~ .1 

a. Penjelasall mengenai alasan Banding ; : . 
. b. Surat KcpJtusan Bupati mcngenai keberatan yang tcJ.a4 diajukan ; 
c. Dokumen tperpajakan yang bersangkutan dengan permohoilan banding 

(SKPD, SKPDT, . SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, STPD) ; 
d Bukti pc~ayaran yang telah dilakukan oJeb Wajib Paj~. .; 

~- p 

,-. 
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(3) Kcscmpatan ~ mC.ngajukan pcnnohonan Banding hanya dil~rikan dalam 
jangka waktu - ~ (tiga)1 bulan sejak diterimanya Keputusm Bup&ti mengenai 

" l kcbcratan ; "" 
~l . ' . ! 

• 
( 4) Setelab jangk~i w~ dilewati, maka hak. Wajib Paj~ ~ untuk ~ mengajukan 

pcrmohonan Bahding sudah tidak ada lagi. · ,)_, .~ -
-~ ~-;)r ~ 
't ·{ 'jt J 
-~··f., (. ':: ;::· r r } 
:: 1 B A B Vll ·-~ ~ 

KRITERI~ W AJIB PAJAK DAN TATA 'CARA P~UKU~ 
... i -e ~ .' 

' M~ ' -~ Pasal 10 . t ·~ 
·~ i 

' '"o!.-. • ~ A ~ 

(l) Kriteria Wajib ;?ajak yang menyelenggarakan pembulcuan yaitu ~Wajib Pajak 
yang meWa~ uuha J.pa, . Qaga!lg, manufaktur dan laid~ lain dcngan 
omzet diatas 'lp.300~boo.ooo,- (1iga ratus juta (Upiah) pertahun ; l 

r, ' ( 

(2) Pembukuan ~tiagaimlna dimabud dalam ayat (1) hams ~an secara 
tcrtib, tcratur ddp bcnat scsuai dcngan standart pcmbukuan yang bcflaku. 

. ~ .~ 

' fi ·; '; -~ 
l ' ; 

~ ~ 1 ~ 
J . ~ BAB Vlli . _ ~. l. 

"::STATAfCARA PEMERIKSAAN PAJAK -~i~ ·· ···-~ -t . ~ . ·i -

.f ~ Pasal 11 :;~ ~· 
• ~1.: • .. ~ ~ 

• A ,,· 

(1) Pemcriksa Pajak adalah Pcgawai Ncgeri Sipil atau tcna~ ahli yang ditunjuk 
oleh Bupati atau peJabat yan$ diberi wewenang dan tanggung jawab untuk 
mclaksanakan J1emcriksaan dibtdang perpajakan daerah ; : ! 

(2) Bcntuk pcm~ mcliputi pcm~ scc.tcmana kantor dan~pcmeriksaan 
sederbana lapaqgan ; :. · · ', ,' ,~~ 

1 .,. I •I 

! ~ . ) >l \i'l ... 

(3) Pemerikaaan seClerhan&' kantor sebagaimana dimaksud dalaln ayati'(2) meliput~ 
jcnis pajak ~tu untuk tahun bctjalan yang dilalrukan '.dcngan' mcncrapkan 
teknik pcmcrikiaan dengan bobot dan kedalaman yang scderhana ·.~aksanakan 
di Kantor D~~Pcndapatan ; : ~ ~. 

( 4) Pemcribaan s~a lapangan scbagaimaoa dimaksUd da1am ayat · (2) 
meliputi selwUh j~s pajak untuk tahun bcrjalan . daD ~ ~ tahun-tahun 
sebelwnnya yang dilakukan dengan mcnerapkan tcknis -pcmcrik'Saan dengan 
bobot dan k~an yang sederbana, dilaksanakan ditempat wajiti, pajak ; 

'.-<. .~ ·• )• 

(') Hasil pem~ yaitg selwuhnya disetujui oleh Wajib Pajak/ dibuat surat 
pcmyataan tent4ng pcr$Ctujuan yang ditanda tangani oleh W•jib P~ak ; 

I ~ • ., \1 
~ t ... 

(6) Hasil tcmuan ~am pbmcrlksaan yang seluruhnya atau tidak sel~ya tidak 
disetujui oleh Wajib Pajak dilakukan pembahasan akhir haail pemetiksaan; 

;,- . ' -~ 
~ ~ 

(7) Laporan pem~saan . yang dibuat oleb pemeriksa digunakan .,bagai dasar 
pcncrbitan SK!JIDKB, SKPDKBT, STPD, SKPDLB, SKPDLBT, :SKPDN atau 
tujuan }ajn untulc pelaksanaan ketentuan peraturan perundabg-undangan 
perp~jakan dae®l ; , 

, t L 
(8) Apabila Waji~)fajak tidak mcmbcrikan tanggapan atas baSil pcmCriksaan atau 

tidalc menghadifi pembahaaan akhir basil pemeriksaan, n1aka sutat ketetapan 
atau tagihan dfterbitkan secara jabatan berdasarkan basil pemcpksaan yang 
disampaikan kePada Wjaib Pajak. 

• 
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BAB IX 
' KETENIUAN PENUI'UP 

Pllll 12 

Kcputuun ini ti4dalru aejak tangpl ditcgpbn ; 

Koputuun iDi di1mnunkan dalam lombaran Daorah Kabupatcm Sidoaljo. 
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